
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063) 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Peraturan 
Bupati. Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah, dipandang perlu menetapkan 
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tapanuli Tengah dengan menerbitkan Peraturan Bupati. 

BUPATITAPANULITENGAH, 

DmGAN RAHMAT 1UHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

NOMOR 33 TAHON 2017 

TEN TANG 
URAIAN TOGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN TAPANUU TENGAH 

Mengingat 

U Menimbang 

BERITA DAERAH 
KABUPATENTAPANULITENGAH 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas 
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); u 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.hun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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( 1) Secara hirarki Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan dibantu oleh kelompok 
Jabatan Fungsional; 

(2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Informasi dan Humas; 
2. Sub Bagian Pogram, Keuangan dan Penge]olaan Aset; 
3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
SUSUNAN ORGANISASI 

l 

,I 

Bagian Kesatu 
KEDUlOUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 2 
(1) Dinas Kesehatan adalah tipe A yang merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Kesehatan mernpunyai tugas menyelengarakan sebagian kewenangan 
daerah di bidang kesehatan, meliputi perumusan kebijakan teknis, 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. 

(3) Untuk melaksanakan. tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi; 

a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat; 
b. menyelengarakan pembinaan kesehatan masyarakat; 
c. melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan. penyakit menular; 
d. mengadakan pengadaan, pendistribusian, pengawasan obat dan 

makanan. 
e. perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang 

kesehatan. 
f. penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan. 
g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan di bidang 

pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan 
makanan. 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi. 

BAB II 
ORGANISASI DINAS KESEHATAN 

16. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, 
dan wewenang dan hak seorang ASN /PNS dalam suatu Organisasi Negara; 

17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
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Pasal 5 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 

Kepala Di.nas menyelengarakan fungsi : 

a. memimpi.n dan mengkordinasikan kegiatan Dinas Kesehatan; 

b. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar 

pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang 

undangan yang berlaku; 

c. menetapkan Program Kerja Di.nas Kesehatan sesuai dengan rencana strategis 

Pemeri.ntah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

d. menentukan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan 

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan 

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan sumber Daya Manusia 

Kesehatan; 

e. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris, Bidang 

bidang, Sub bagian dan Seksi-seksi Di.nas; 

Pasal 4 
Kepala Di.nas Kesehatan mempunyai Togas Pokok membantu Bupati dalam 
penyelenggaraan bidang Kesehatan yang menjadi wewenang Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB III 
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: 
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari: 
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan Jiwa. 
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional. 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari: 
1. Seksi Kefarmasia.n; 
2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

5 



Pasal 6 
, (1) Sekretariat adalah Unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

berada di bawah dan bertangung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 
(2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif 

kepada seluruh satuan Organisasi Dinas Kesehatan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi ; 
a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sekretaris; 

b. merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan Sekretaris sesuai dengan 
Rencana Kerja yang ditetapkan; 

c. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas 
Kesehatan; 

d. mengkoordinasikan pengelolaan urusan hukum, umum, kepegawaian 
keuangan, asset, informasi dan humas; 

e. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 
oleh bendaharawan; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dengan Bidang-bidang 
lainnya; 

g. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas Kepala 
Sub Bagian yang menjadi bawahannya; 

h. mengkoordinasikan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendistribusiannya; 
1. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala Dinas; 
J. mengelola pelaksanaan ketatausahaan dan tatalaksana serta Rumah 

Tangga Dinas Kesehatan; 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

f. mengoreksi dan menandatangani surat-surat serta memaraf surat-surat untuk 

ditandatangani Bupati; 
g. merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah 

pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan; 
h. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan di bidang 

Kesehatan; 
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. 
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Pasal 8 
(1) Uraian Togas Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas adalah; 

a. membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan informasi dan 

hubungan masyarakat kepada satuan Organisasi Dinas; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Informasi 

dan Humas; 

c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sub Bagian Informasi dan 

Humas sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam ber bagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Informasi dan Humas 

dengan Sub Bagian lainnya; 

f. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Informasi dan Humas 

sesuai dengan pedoman kerja; 

g. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Sekretaris; 

h. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 

Sekretaris; 

1. memberikan pelayanan teknis administrasi Informasi dan Humas; 

J. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris. 

Sekretariat, terdiri dari ; 

a. Sub Bagian Informasi dan Humas; 

b. Sub Bagian Pogram, Keuangan dan Pengelolaan Aset; 

c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum 

Pasal 7 

k. menghimpun dan menganalisa perrnasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Dinas; 

I. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Dinas Kesehatan; 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

7 



(3) Uraian Togas Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum adalah : 
a. membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan hukum, kepegawaian 

dan umum satuan Organisasi Dinas; 
b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum, 
Kepegawaian dan Umum; 

c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sub Bagian Hukum, 
Kepegawaian dan Umum sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

d. melaksanakan urusan kebu.tuhan rumah tangga Dinas Kesehatan; 

d. melaksanakan urusan aset, perlengkapan dan inventaris barang; 
e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
f. melaksanakan urusan Program, Keuangan dan Pengelolaan Aset satuan 

organisasi Dinas Kesehatan; 
g. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi Program, Keuangan dan 

Penglolaan Aset; 
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan 

dan Pengelolan Aset dengan Sub Bagian lainnya; 
1. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Program, Keuangan dan 

Pengelolaan Aset sesuai dengan pedoman kerja; 
J. meneruskan proses adrninistrasi surat menyurat kepada Sekretaris; 
k. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Sekretaris; 
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris. 

a. membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan Program, Keuangan 

dan Pengeloaan Aset satuan Organisasi Dinas; 
menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, 

Keuangan dan Pengelolaan Aset; 
c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sub Bagian Program, 

Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai dengan rencana kerja yang 

ditetapkan; 

b. 

(2) Uraian Togas Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pengelolaan Aset 

adalah: 
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(1) Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala 
Dinas dalam melaksanakan tugas bidang kesehatan masyarakat yang meliputi 
kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, 
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi ; 
a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan 
Masyarakat; 

b. merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan Bidang Kesehatan 
Masyarakat sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 

c. menghimpun dan menganalisa data administrasi dibidang Kesehatan 
Masyarakat dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; 

Bagian Ketiga 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

Pasal 9 

b. mengarsipkan dan memelihara dokurnen administras.i dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

c. melaksanakan urusan Hukum, Kepegawaian dan Umum satuan 

organisasi Dinas Kesehatan; 
d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi Hukum, Kepegawaian dan 

Umum; 
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum, Kepegawaian 

dan umum dengan Sub Bagian lainnya; 
f. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Hukum, Kepegawaian 

dan Umum sesuai dengan pedoman kerja; 
g. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Sekretaris; 
h. melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat menyurat 

yang dikeluarkan Dinas Kesehatan; 
i. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Sekretaris; 
J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris. 
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(1) Uraian Togas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi adalah; 
a. membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam memberikan 

pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi kepada satuan Organisasi Dinas 
Kesehatan; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan 
Keluarga dan Gizi; 

Pasal 11 

Pasal 10 
Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. 

n. menyelenggarakan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, 
rawan dan kepulauan; 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

d. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas Staf untuk bahan peningkatan 
kinerja; 

e. mempersiapkan dan merumuskan rencana program dan pengendalian 

Bidang Kesehatan Masyarakat; 
f. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

skunder; 
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Kesehatan Masyarakat; 
h. pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas rawat inap, 

puskesmas dan puskesmas pembantu; 
1. memberikan rekomendasi izin saran.a kesehatan tertentu yang diberikan 

oleh pemerintah provinsi; 
j. melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan program dan 

petunjuk pengawasan dibidang Kesehatan Masyarakat; 
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat 

dengan Sekretaris dan Bidang lain; 
1. melakukan pernbinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas 

Kepala Seksi yang menjadi bawahannya; 
m. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 
Dinas; 
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(2) Uraian Togas Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat adalah : 
a. membantu kepala bidang Kesehatan Masyarakat dalam memberikan 

pelayanan teknis Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat kepada satuan 
Organisasi Dinas; 

\ 
1 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan 
Pemberdayaan Masyarakat; 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, birnbingan 
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
promosi dan pemberdayaan masyarakat; 

d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Promosi dan 
Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. melaksanakan urusan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat satuan 
organisasi Dinas Kesehatan; 

g. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi Seksi Fromosi dan 
Pemberdayaan Masyarakat; 

c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan 
Gizi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, birnbingan 
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat; 
e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kesehatan Keluarga dan Gizi 

dengan seksi lainnya; 
g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 

sesuai dengan pedoman kerja; 
h. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidang; 
1. menghirnpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala 
bidang; 

j. memberikan pelayanan teknis administrasi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang Kesehatan 

Masyarakat. 

I· 
I 

I 

I 
I. 
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(3) Uraian Togas Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah 
Raga adalah: 
a. membantu kepala bidang Kesehatan Masyarakat dalam memberikan 

pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga kepada 
satuan Organisasi Dinas; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan 
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga; 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesehatan 
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, 
Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan rencana kerja yang 
ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. melaksanakan urusan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 
Olahraga; 

g. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi Kesehatan Lingkungan, 
Kesehatan Kerja dan Olahraga; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, 
Kesehatan Kerja dan Olahraga; 

i. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Kesehatan Lingkungan, 
Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan pedoman kerja; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Pem berdayaan 
Masyarakat dengan seksi lainnya; 

1. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Promosi dan Pemberdayaan 
Masyarakat sesuai dengan pedoman kerja; 

j. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidang 

Kesehatan Masy arakat; 
k. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala bidang 
Kesehatan Masyarakat; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang Kesehatan 
Masyarakat. 
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(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah Unsur Pelaksana yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit. 

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan 

fungsi; 

a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit; 

b. merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 

c. penyiapan perumusan kebijakan operasional surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

d. penyiapan pelaksnaan kebijakan operasional surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

e. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

Bagian Keempat 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Pasal 12 

j. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidang 

Kesehatan Masyarakat; 
k. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala bidang 

Kesehatan Masyarakat; 
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang Kesehatan 

Masyarakat. 
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Pasal 14 
(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi adalah; 

a. membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam 

memberikan pelayanan Surveilans dan Imunisasi kepada satuan 

Organisasi Dinas Kesehatan; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan 

Imunisasi; 

Pasal 13 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari: 

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan 

Jiwa 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi, 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

g. menghimpun dan menganalisa data administrasi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit dalam berbagai bentuk sesuai dengan 

keperluannya; 

h. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi yang menjadi 

bawahannya untuk bahan peningkatan kinerja; 

i. mempersiapkan dan merumuskan rencana program dan pengendalian 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

j. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit; 

k. melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan program dan 

petunjuk pengawasan dibidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit dengan Sekretaris dan Bidang lain; 

m. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas 

Kepala Seksi yang menjadi bawahannya; 

n. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Dinas; 
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a. membantu kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam 
memberikan pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 
kepada satuan Organisasi Dinas; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan d.an petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian :?enyakit Menular; · 

c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian Fenyakit Menular sesuai dengan rencana kerja yang 
ditetapkan; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

e. melaksanakan urusan Pencegahan dan Pengendahan Penyakit Menular; 
f. mengkoordinasikan pengelolaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Menular; 
g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular dengan seksi lainnya; 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 
adalah: 

1. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan surveilans 
dan imunisasi; 

j. memberikan pelayanan teknis administrasi Surveilans dan Imunisasi; 
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Surveilans dan 
Imunisasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Surveilans dan Imunisasi dengan 

seksi lainnya; 
f. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi 

sesuai dengan pedoman kerja; 
g. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidang; 
h. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala 

bi dang; 
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(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular dan Kesehatan Jiwa adalah: 
a. membantu kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam 

memberikan pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular dan Kesehatan Jiwa kepada satuan Organisasi Dinas; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; 

c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan 
rencana kerja yang ditetapkan; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

e. melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 
Kesehatan Jiwa satuan organisasi; 

f. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan .Jiwa; 

h. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan pedoman 
kerja; 

1. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala Bidang; 
J. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Bidang; 

h. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular sesuai dengan pedoman kerja; 

1. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala Bidang; 
J. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Bidang; 
k. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 

teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 
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(1) Bidang Pelayanan Kesehatan adalah unsur Pelaksana yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Dinas. 

J (2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan . mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan kesehatan masyarakat. 

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi; 

a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan 

Kesehatan; 

b. merurnuskan langkah-langkah kerja/kegiatan Bidang Pelayanan 

Kesehatan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 

c. penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 

teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan 

kesehatan; 

d. menghimpun dan menganalisa data administrasi Pelayanan Kesehatan 

dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; 

e. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas Staf untuk bahan peningkatan 

kinerja; 

f. mempersiapkan dan merumuskan rencana program dan pengendalian 

Pelayanan Kesehatan; 

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Pelayanan 

Kesehatan; 

h. melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan program dan 

petunjuk pengawasan Pelayanan Kesehatan; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan 

dengan Sekretaris dan Bidang lain; 

Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan Kesehatan 

Pasal 15 

k. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 

teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan 

jiwa; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 
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pnmer; 
d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan · 

Primer sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 
e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pelayanan Kesehatan Primer 

dengan seksi lainnya; 
g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pelayanan Kesehatan Primer 

sesuai dengan pedoman kerja; 
h. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidang; 
i. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala 
bidang; 

J. memberikan pelayanan teknis administrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Pasal 17 
( 1) U raian Tu gas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer adalah ; 

a. membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam memberikan 
Pelayanan Kesehatan Primer kepada satuan Organisasi Dinas; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan 
Kesehatan Primer; 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan se:rta 
peningkatan mutu fasilitas layanan kesehatan pelayanan kesehatan 

Pasal 16 
Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: 

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 
c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional. 

J. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer, pelayanan 
kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional; 

k. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas 
Kepala Seksi yang menjadi bawahannya; 

1. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Dinas; 
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 
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(3) Uraian Togas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah: 
a. membantu kepala bidang Pelayanan Kesehatan dalam memberikan 

Pelayanan Kesehatan Tradisional kepada satuan Organisasi Dinas; 
b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan 
Kesehatan Tradisional; 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah: 
a. membantu kepala bidang Pelayanan Kesehatan dalam memberikan 

pelayanan Kesehatan Rujukan kepada satuan Organisasi Dinas; 
b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan 
Kesehatan Rujukan; 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta 
peningkatan mutu fasilitas layanan kesehatan pelayanan kesehatan 
rujukan; 

d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan 
Rujukan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. melaksanakan urusan Pelayanan Kesehatan Rujukan; 
g. mengkoordinasikan pengelolaan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan 

Rujukan dengan seksi lainnya; 
1. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pelayanan Kesehatan 

Rujukan sesuai dengan pedoman kerja; 
J. meneruskan proses adrninistrasi surat menyurat kepada Kepala Bidang; 
k. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Bidang; 
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang Pelayanan 

Kesehatan. 
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(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas dalam melaksanakan tugas bidang Sumber Daya Kesehatan. 

(3) Untuk melaksanakan tu.gas terse but sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi; 

a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya 

Kesehatan; 

b. merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan Bidang Sumber Daya 

Kesehatan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 

Pasal 18 

Bagian Keenam 
Didang Sumber Daya Kesehatan 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 

telmis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta 

peningkatan m.utu fasilitas layanan kesehatan pelayanan kesehatan 

tradisional; 

d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan 

Tradisional sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. melaksanakan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional; 

g. mengkoordinasikan pengelolaan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan 

Tradisional dengan seksi lainnya; 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan 

tradisional; 

J. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pelayanan Kesehatan 
Tradisional sesu.ai dengan pedoman kerja; 

k. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala Bidang; 

1. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Bidang; 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 
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( l) Uraian Togas Kepala Seksi Kefarmasian adalah ; 
a. membantu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam memberikan 

pelayanan Kefarmasian kepada satuan Organisasi Dinas Kesehatan; 
b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian; 

c. penyiapan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kefarmasian; 

Pasal 20 

Pasal 19 
Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari: 

a. Seksi Kefarmasian; 
b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 
c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
sumber daya manusia kesehatan; 

d. menghimpun dan menganalisa data administrasi di bidang Sumber Daya 
Kesehatan dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; 

e. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas Staf untuk bahan peningkatan 

kinerja; 
f. mempersiapkan dan merumuskan rencana program dan pengendalian 

Bidang Sumber Daya Kesehatan; 
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Sumber Daya 

Kesehatan; 
h. melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan program dan 

petunjuk pengawasan Sumber Daya Kesehatan; 
i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan 

dengan Sekretaris dan Bidang lain; 
J. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas 

Kepala Seksi yang menjadi bawahannya; 
k. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 
Dinas; 
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(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 
Tangga adalah : 
a. membantu kepala bidang Sumber Daya Kesehatan dalam memberikan 

pelayanan Alat Kesehatan dan Perbekalan kepada satuan Organisasi 
Dinas; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan. pedoman pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan 
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan alat kesehatan 
dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 

d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan 
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sesuai dengan rencana kerja yang 
ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. melaksanakan urusan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 
Tangga; 

g. mengkoordinasikan pengelolaan Alat Kesehatan dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga; 

d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Kefarmasian sesuai 
dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian dengan Seksi 
lainnya; 

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Kefarmasian sesuai dengan 
pedoman kerja; 

h. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidang; 
1. melaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian farmasi; 
J. menyediakan alokasi farmasi sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan; 
k. menghimpun dan mempelajari perrnasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala 
bi dang; 

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang Sumber 
Daya Kesehatan. 

22 

I- 



(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah: 
a. merrtbantu kepala bidang Sumber Daya Kesehatan dalam memberikan 

pelayanan teknis peningkatan Sumber Daya Manusia kepada satuan 
Organisasi Dinas; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya 
Manusia Keseha.tan; 

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sumber daya 
manusia kesehatan; 

d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia 
Kesehatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia 

Kesehatan dengan Seksi lainnya; 
h. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Sumber Daya Manusia 

Kesehatan sesuai dengan pedoman kerja; 

1. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala Bidang; 
J. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Bidang; 
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan 
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan seksi lainnya; 

1. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Alat Kesehatan dan 
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sesuai dengan pedoman kerja; 

J. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala Bidang; 
k. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Bidang; 
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 
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Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Uraian Togas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 24 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

(2) Setiap pejabat struktural di perangkat daerah wajib menerapkan pengawasan 
melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kepala 
Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi, wajib membangun, 
memelihara, membina dan melaksanakan komunikasi vertikal dan 
horizontal, koordinasi d.an kerja sama dengan perangkat daerah lainnya serta 
pihak terkait dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparan dan 
aku.ntabilitas; 

Pasal 23 

BAB IV 
TATAKERJA 

Pasal 22 
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam 

jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang 
keahliannya; 

(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin 
oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; 

(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja; 

(5) Jenis jenja.ng jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga fungsional 
diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedelapan 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 21 
Pembentukan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis 
akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah. 

Bagian Ketujuh 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 
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SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN TAPANULI TENGAH 
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Pj.BUPATITAPANULITENGAH 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Pasal 25 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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